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wALI Ko皿slBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WAL重KOTA S工BOしGA

NOMOR 58 TAHUN 2024

TEN皿NG

RARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya hak sipil Anak,

mendorong pemenuhan kesejahteraan Anak balk secara

rohani, jasm紬i　皿aupun sosial dan sebagai iden竜tas

kependuduk劃pada anak yang bemsia kur紬g dari 17

tahun dan belum menikah yang berlaku se∽ra nasional dan

te轟nteg重asi deng劃　siste皿inわmasi d餌　ad皿血s廿asi

kependudukan perlu dibe轟k弧Kartu重dentitas Anak;

b. bahwa Pemerintah Kota Sibolga berkewajiban untuk

membe瓦kan identitas kependudukan kepada seluruh warga

Kota Sibolga sebagaim紬a diatur dalam Peraturan Mente正

Dal劃Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu工dentitas

Anak, maka untuk itu perlu diterbitkan pera･turan tentang

Kartu重dentitas Anak;

c. bahwa be｢das狐kan pertimbangan sebagaimana di皿aksud

pada bumf a dan huⅢf b, perlu menetapk弧Pera血r孤Wali

Kota tentang Ka巾u lden心tas Anak;

1･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2002　　tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor Nomor 109, Tambah孤Lembaran Negara

Repub虹k暮ndonesia No皿or 4235) sebagaima皿a telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Repub肱重ndonesia Tahun 1914 Nomor Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik　事ndonesia Nomor

5606);

2. Undang-Und狐g Nomor 23 Tah皿2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006　Nomor 124, Ta皿bah狐Le皿bar孤　Negara Republik

暮ndonesia Nomor 4674) sebaga王mana telah diubah deng紬

Und孤g-Und紬g Nomor 24 Tahun 2013 tenta皿g PeⅢbah劃

Atas Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2006　tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2014　Nomor　232, T劃bahan Lcmbaran

Neg狐a Republik事ndonesia Nomor 5475〉;

3. LIndaれg-U融αng....



3. Und狐g-Und紬g Nomor 25 Tahun 2009 tent甜g Pelay紬狐

publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 1 12, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Und紬g-Und紬g Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga

di Provinsi Sumatera Utara (Ifmbaran Negara Republik

量ndonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Repub脆k Indonesia No皿or 6947);

5. Peraturan Hesiden No皿or　96　Tahun　2018　tent孤g

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 184);

6. Pera血r狐Menteri Dala皿Nege正Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentuk孤打oduk Hukum Daerah (Berita Negara

Repub此Indonesia T血un 2015 Nomor 2036) seba如m紬a

t�ﾆ���F遊&���FW&�ｶ�"�FV誚����W&�GW&���ﾖV蹤W&��F�ﾆ��

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tent狐g Pembahan Atas

Peraturan Menteri D血a皿Nege正Nomor 80 T盆hun 2015

Tent狐g Pembentukan Hoduk Hukum Daerah (Berita Negara

Repub止k Indonesia Tahun 20 18 Nomor 157);

7. Peraturan Mente丘　Dalam Negeri Nomor　2　Tahun　2016

tent劃g Ka正u ldentitas Anak (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2016 Nomor 60);

8. Pera血ran Menteri Dalam Nege轟Nomor 19 Tahun 2018

tcnt弧g pen血gkatan Ku血itas　しayan劃　Adm血istrasi

Kependudukan (Beri屯Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 498);

9. Pe｢aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019

tent紬g sistem lnめmasi Adm血istrasi Kependudukan (Behta

Negara Republik量ndonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

10. Pcraturan Menteri D瓢am Negeri Nomor 108 Tahun 2019

tent紬g pcraturan pelaksanaan Peratur狐Hesiden Nomor 96

Tahun 20 18 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penda請aran

Penduduk dan Pencatatan Sip遭(Behta Negara RepubHk

lndonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeh No皿or 109 Tahun 2019

tentang Fo皿u止r dan Buku Yang Digunakan Dala皿

Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik

重ndonesia Tahun 20 19 Nomor 1790);

12. Peratur紬Mente正Dalam Negeh RepubⅡk Indonesia Nomor

73 Tahun 2022 Tentang Pencatat劃Na血a Pada Dokumen

Kependudukan (Be正a Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 429);

13.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun　2010

tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 20 10 Nomor 1 1);

14. Perat田紬Wa虹kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017 tentang

腿udukm, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fhngsi

Dinas Kependuduk盆n Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

(Be轟ta Daerah Kota Sibolga Tahun 2017, Nomor 44) ;

勅EMU丁USKAN. …



MEMUTU SKAN :

Menetapk紬‥　PERATURAN WALI KOTA TENTANG KA剛U IDENT置TAS ANAK･

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dala皿Peratu紬W血i Kota ini, y餌g dimaksud dengan:

i. Daerah ad粗ah Ko屯Sibolga.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

y狐g me巾adi kewena皿gan daerah otono皿･

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga･

5. Anak adalah seseor狐g y紬g belu皿bemsia 17 (巾uh belas) t血un, te皿asuk

Anak yang masih d弧a皿kandungan･

6. Ka]tu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas

keluarga y劃g memuat data tent紬g nana, susun紬dan hubungan dal紬

keluarga, se巾a identitas an蕗ota kelu紬ga･

7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah

kartu t狐da penduduk yang dilengkapi chip y狐g mempakan identitas resmi

penduduk sebagal bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

8. A虻a Kelahiran ad瓢ah dokumen resmi y狐g diterbitkan oleh instansi

pelaks紬a y紬g mempunyai ke血at紬hu血m autentik y狐g d血asilkan dad

pencatatan sipil･

9. Kartu ldentitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas

resmi Anak sebagai bu比i din Anak y紬g bemsia dad 0 (nol) sampa王17

(tujuh belas) t血un kur劃g dad 1 (satu) hari dan belum menik血yang

diterbitkan oleh Dinas.

10･ Or紬g Asing adalah orang yang bukan Warga Negara量ndonesia･

1 1. Pem弧ぬat弧ⅢA adalah pembehan飴-s址tas kepada Anak beⅢpa kering紬an

pembayaran terhadap魚s遭itas y狐g dibe正k劃oleh stakeholders terkait

berdasarkan perikatan pe重ja巾ian･

12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KRA baru, atau penggantian KIA karena

habis masa berlakunya, pindah datang, msak atau hilang･

13. Stakeholders Terkait adalah pihak swasta, badan usaha milik negara dan

badan umum皿nik daerah yang akan memberikanねsilitas bagi Anak yang

皿emiliki KIA.

14. Mitra adalah individu, lembaga pemerintah, lembaga komunitas, dunia usaha

atau masyarakat baik secara keselu調han maupun secara parsi瓢yang

memili虹hubung紬serta kepentingan terhadap pemenuhan hak Anak din

kepe皿ilikan K工A･

15. Peljanjian Kemitraan adalah perjanjian kelja sama tentang pemanfaatan KRA

antara wali Kota Sibolga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Sibolga denga皿Mi血a yang mcnyataka皿syarat d紬ketentuan yang

ha皿s dilakukan secara te轟ulis.

16. merchant adalah individu maupun kelompok yang menjual produk atau jasa.

BABH...



BAB暮工

RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. jenis KIA;

b. nasa berlaku KRA;

c. persyaratan penerbitan K量A;

d. tata cara penerbitan船;

e･ pc皿anぬatan K工A; dan

f. perjanjian kemitraan.

BABIII

JENIS K量A

Pasal3

Berdasarkan masa berlakunya, KRA digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

a. KIA皿tuk Anak be則sia kura皿g da轟5 (lima) tahun;

b. KRA untuk Anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampal Anak berusia 17 (tujuh

belas) tahun kurang satu hah; dan

c. RA untuk Anak orang asing.

BAB量V

MASA BERLAKU K工A

Pasal4

(I) Masa berlaku KRA untul Anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun
ad粗ah sampai Anak bcmsia 5 (lima) tahun･

(2) Masa berlaku KIA untuk Anak yang bemsia di atas 5 (lima) tahun adal血

sampai Anak be則sia 17 (巾uh belas) tahun kur狐g 1 (satu) h紬i･

(3) Masa berlaku K重A untuk Anak orang asing adalah berlaku ketentuan

sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengikuti masa berlaku

izin tinggal tetap orang tuanya.

Pas血5

Dalam hal Anak pemegang KIA melakukan pemikahan maka KRA tidak berlaku

lagi.

BABV

pERsyARA恥N PENERBITAN KIA

Pasal6

(1〕 Persyarat紬penerbit狐K払baⅢ bagi Anak血rang da轟5 (lima) tahun

adalah meng血色persya重atan pene｢bitan kutipan Akta Kelahiran･

/2) Persgara[a7i...



(2) Pcrsyarat紬penerbit紬ⅢA barn bagi Anak bemsia kur劃g da｢i 5 (脆皿a)

tahun d孤sudah memiliki Akta Kelahir狐adalah :

a. fotokopi kutipan akta kelahiran;

b. fotokopi KK orang tua/wall; dan

c.めtokopi KTP-el kedua o章紬g tua/w瓢i･

(3) Persyaratan penerbitan KRA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan

Anak bemsia 17 (巾uh belas) tahun kurang sa血hah adalah :

a,めtokopi kutip狐akta kelahiran;

b. fotokopi KK orang tua/wali;

c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali; dan

d. pasめto Anak berwma ukur孤2 Ⅹ 3 sebanyak 2 (dua) 1e皿bar･

(4) Persyaratan penerbitan KRA baru bagi anak Warga Negara Indonesia yang
baru datang dari Luar Negeri adalah mengikuti persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang

dari luar nege正y弧g diterbitkan oleh D血as･

(5) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang adalah pemohon mengajukan

pe調ohon紬　penerbitan　ⅢA dengan melampirkan surat keter狐gan

kehil弧gan da止kepo止si孤〃

(6) Persyaratan penerbitan KIA yang rusak adalah pemohon mengajukan

pemohonan penerbit紬K払denga皿dilamp止kan K量A yang Ⅲsak･

(7〕 Persyaratan penerbitan　ⅢA karena pindah datang ad血ah memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

disertai Surat Keterang狐mdah/ Surat Keter劃gan Pindah Data皿g･

(8) Persyaratan penerbitan KRA baru bagi Anak baru lahir hingga menginjak usia

Anak 5 (lima) tahun dari orang tua as血g adalah :

a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK ash or紬g tua; dan

c. KTP置el asli kedua or狐g tua･

〔9) Persyarat狐penerbitan ⅢA bagi Anak bemsia 5 (lima) tahun sa皿pai deng狐

Anak bemsia 17 tahun (t可uh belas) tahun kurang satu hah da五〇rang tua

as血g ad粗ah :

a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK asli orang tua;

c. KTP-el asli kedua orang tua, dan

d. Pas Foto Anak be｢wama ukur弧2 Ⅹ 3 seb紬yak 2 (dua) 1emb虹･

(10) Persyaratan penerbitan　ⅢA bagi Anak yang tidak diketahui identitas

orangtu紬ya dita皿bah keterang紬dah instansi peme正ntah d紬lembaga

terkait.

BABⅥ….



BABVI

TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Anak Warga Nega重a Indonesia

Pasal7

〈1) Pemohon皿engajuk狐pe皿ohon劃penerbit弧KIA deng狐menyer祉k狐

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Dinas.

(2) Kepala D血as皿enandatangani dan皿enerbitkan恥･

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di Dinas, Kecanatan atau Kelurahan.

Bagi劃Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 8

(1l Terhadap Anak y孤g telah mem止血paspor, or紬g tua Anak melapork狐ke

Dinas deng孤menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dal皿Pasal

6 ayat (8) d紬ayat (9) untuk menerbi此紬ⅢA･

(2) Kep血a Dinas皿enandatangani d狐menerbitkan ⅢA･

(3) KIA dapat dibehkan kepada pemohon atau orang tu紬ya di Dinas･

Pasal9

Dinas皿enerbitkan K払sebagaimam dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelayanan

keliling dengan cara jemput bola di脇r /nee dc均, sekolah, rumah sakit, taman

bacaan, tempat hiburan Anak d弧tempat重ayan狐lainnya, agar cakupan

kepemおikan K払dapat maksimal･

BABVII

pEMANFAA船N KIA

Pasal10

用　Untuk memaksimalkan pem細魚at紬KIA dan mcmberik紬nilai tambah,

Dinas dapat melakukan Perjanjian Kemitraan dengan Stakeholders Terkait

sebagai Mitra yang bergerak dalam bidang pcmerintahan, tempat berma王n,

mmah　皿akan, ta皿an bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usa血a

ekonomi lainnya･

(2) Perjanjian Kemitraan dengan Stakeholders Terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang lokasi叫ya berada d血am Daerah maupun y狐g lokasinya

berada di luar Daerah.

(3) Bcntuk Pem弧ねat紬K払sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

peningkatan cakupan kepcmilikan dan pemberi孤　keringanan　ねsilitas

kepada Anak,皿e止pu債pelay劃狐:

a. pendidik劃;

b. kesehatan;

c. olahraga;

d. hibur紬;

e. busαれα ….



e. bus孤a;

f. ku脆ner;

g･ seni budaya; dan

h. usaha ekono皿i lainnya.

(4) Dalam hal bentuk pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, KIA dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan Wajib untuk

masuk sekolah pada tingkat PAUD, SD dan SMP di Daerah;

(5) Pemanfaatan KIA sebagajmana dimaksud pada a-yat (3) dapat berubah sesual
dengan kesepakatan Stakeholders Terkait yang akan memberikan pelayanan

cakupan kepemilikan dan kering劃anぬsnitas kepada Anak･

BABV工I重

PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal11

(I) Peljanjian Kemitraan sebagainana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (i)
d組akuk狐　olch Di皿as deng孤　Mi血a bisnis/皿erch劃t dal劃　bentuk

Perjanjian Kerja Sama secara tertulis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam implementasinya dapat ditindaklanjuti dengan

penyusun紬Petu垂uk Teknis･

Pas瓢12

Materi Pe寄anjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 paling

sedikit memuat:

a.皿aksud dan t可u紬;

b. ｢uing lingkup;

c. hak dan kewajiban;

d. pembiayaan;

e. jangka waktu;

I. penyelesa王紬perselisih弧;

g･ ketentuan lain-lain; dan

h. penutup･

Pasal13

(I) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi

syarat sah perjanjian apabila secara teknis merujuk format Perjanjian Kerja

Sama be｢das紬kan kesepakatan bersama a皿tara kedua belah pihak dalam

hal ini Peme正ntah Kota Sib○○ga皿elalui D血as dengan Mitra･

(2) Selain memenuhi syarat sah pc重ja可ian sebagaim紬a dimaksud pada ayat

(1), Perjanjian Kemitraan yang dnakukan harus memenuhi asas kebebasan
berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum dan asas itikad

ba上k.

BABⅨ.…



Diundangkan di Sibolga

Pada t狐ggal 07 November 2024

Plt. SEKRETAR暮S DAERAH KOTA S重BOLGA,

dto.

↓uNEID暮船N↓uNG

BER重船DAE弘H KOTA slBOLGA皿HUN 2024 NOMOR 608


